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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Manusia dalam pandangan agama apa pun merupakan kreasi Tuhan yang 

paling sempurna. Sebagai penghargaan terhadap kreasi Tuhan itu, sudah 

selayaknya dan sepatutmya manusia dihargai setinggi-tingginya. Akan tetapi, 

pada kenyataannya, manusia justru diperlakukan seperti hewan. Sejak ribuan 

tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan 

manusia. Saat ini, perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern, 

yaitu perdagangan manusia.  

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah human 

trafficing akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak 

diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai 

bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal 

yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di 

permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga 

telah menjadi masalah transnasional. 

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran 

harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan 

bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai 

ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit 

untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.  

Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi 

dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan 

diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) 
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serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk 

kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita 

pekerja seks komersial.1 

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan Manusia pernah ada melalui 

perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan dijawa, perdagangan 

manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system 

pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai 

kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. 2 

Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan 

jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional 

yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai 

masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah 

memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik 

perdangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. setiap tahun 

diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah 

perempuan dan anak 3  tahun 2005, ILO Global Report on Forced Labour 

memperkirakan hampir 2,5 juta orang diekploitasi melalui perdagangan orang 

menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada diwilayah asia 

dan pasifik dan 40% anak-anak 4  

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan 

perempuan dan anak telah dibahas. Persoalan perdagangan orang yang khususnya 

                                                             
1 Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial, PustakaSetia,Bandung, 2016, 

Hal.227 
2 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta,2010,Hal.1 
3 Rachmad Syafaat, Dagang manusia,Jakarta,Lappera Pustaka Utama, 2003, hal. 1. 
4 Departement Kehakiman AS, Kantor Pengembangan,Asisten dan Pelatihan Kerja Sama 

Luar Negeri (OPDAT) dan kantor kejaksaan RI (Pusdiklat),Perdagangan manusia dan Undang-
Undang Ketenagakerjaan,Strategi Penuntutan yang Efektif,2008,hal.33. 
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perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak 

dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak 

dari desa pringsut Di Magelang yang diculik pada saat darmawisata Ke Semarang. 

Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan 

dibawa ke Singapura. Khasus ini mendorong terbentuknya Perkumpulan 

Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A). lembaga ini menjadi cikal bakal 

terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak 

(BPPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Perkumpulan Istri 

Indonesia di Surabaya pada tanggal 13-18 Desember 1930. Kasus-kasus yang 

banyak di tangani adalah kasus pembayaran utang. Pada saat itu dibawah 

pemerintahan Kolonial Belanda, sehingga masyarakat Indonesia dalam keadaan 

miskin, sehingga banyak keluarga yang terlibat utang dan kemudian menyerahkan 

anak dan istrinya sebagai alat pembayaran utang. 5  

Menurut Sri Redjeki Sumaryoto yang pada waktu itu menjadi Mentri 

Pemberdayaan Perempuan, tahun 2002, kondisi semacam ini telah menempatkan 

Indonesia masuk dalam peringkat ketiga yang merupakan peringkat terburuk,6 

sehingga Indonesia merupakan Negara yang diasumsikan tidak dengan sungguh-

sungguh menangani masalah ini, tidak memiliki perangkat peraturan perundang-

undangan yang dapat mencegah, melindungi, dan menolong korban,serta tidak 

memiliki peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku 

perdagangan orang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya 

memiliki satu pasal saja, yaitu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang 

                                                             
5 Dian Kartika Sari, Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan Dan Anak Dalam 

Tinjauan Hukum (Makalah Disampaikan Pada Semiloka Sehari Woman Trafficking Dalam 
Prespektif Agama Dan Budaya), Jakarta, 2002, Hal.1. 

6  Sri Redjeki Sumaryoto, Sambutan wMenteri Pemberdayaan Perempuan (Sambutan 
disampaikan pada konferensi nasional tentang Penghapusan Perdagangan (perdagangan orang) 
Perempuan dan Anak Indonesia, Jakarta, 2003,hal.2 
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perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi ancaman hukumannya masih 

ringan. Perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada anak dan dinyatakan oleh US Departemen of State 

Publication 2005 bahwa Indonesia sebagai Negara sumber dan transit 

perdagangan orang internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan 

buruh anak didunia. Dampak dari perdagangan orang ini Indonesia terancam 

dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional.7 

Menurut Global Alliance Agains Traffic in Women (GAATW) tentang 

Perdagangan Perempuan Adalah “Semua usaha atau tindakan yang berkaitan 

dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintas perbatasan, pembelian, 

penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan 

penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman Penggunaan 

kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk 

menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja 

yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif) dalam kerja paksa 

atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan 

lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau 

lilitan utang pertama kali”8 

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. 

Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPidana dan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut : 

 

Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa: 
                                                             

7  Tubagus Rachmat Sentika, Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di 
Indonesia,Mitra Gender,Jakarta 2006,Hal.1. 

8 Rahmad Syafaat,op.cit.,hal.12. 
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“perdagangan wanita dan peradagangan anak laki-laki yang belum 
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”9 
 
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia menyatakan bahwa: 
 
“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
ekspolitasi dan pelecehan seksual,penculikan,perdagangan anak, serta dari 
berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika,psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya”10 

Di Indonesia akhir akhir ini dikejutkan dengan maraknya isu tentang 

perdagangan orang (Trafficking). Perdagangan Orang bukanlah hal yang baru 

terjadi. Kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu 

pada masa kekaisaran romawi yang dipimpin oleh Justiniantahun 527-565M. 

Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin 

mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para 

perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka 

menyekap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah 

border selama mucikari menghendakinya.  

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok 

yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban 

perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi 

lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis 

itu.11  

Data menunjukan di Sumatera Utara daerah korban perdagangan orang 

paling banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli 

Serdang 14%, Luar Sumatera Utara 10%, dan disusul oleh Tebing Tinggi dan 
                                                             

9 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, jakarta,2003 
10Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia,Citra 

Umbara,Bandung,2010,hal.20. 
11 Moh.Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Liberty  

Yogyakarta, 2012, Halaman 5  
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Langkat yang mempunyai persentase yang sama yaitu 5%. Dalam proses 

perpindahanya korban yang akan diperdagangkan, mereka di kirim ke daerah 

transit. Dimaksud dengan Daerah Transit itu adalah daerah-daerah tempat 

singgah sementara para korban sebelum mencapai tempat tujuan mereka 

sebenarnya. Biasanya di daerah tersebut mempunyai transportasi yang memadai 

untuk memberangkatkan para korban, untuk di Medan tempat yang dijadikan 

daerah transit perdagangan orang adalah Pelabuhan laut Belawan, Bandara 

Polonia (sebelum dipindahkan bandara), Padang Bulan Penginapan.12 

Upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang ini maka pada tanggal 19 april 2007, Pemerintah Indonesia telah 

mengesahkan Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (UU PTPPO) No.21 tahun 2007 oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 19 April 2007 lahirlah Undang-undang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, terbitnya Undang-undang ini merupakan 

suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan 

ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB. 

Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau 

semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan 

orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri mauun antar negara baik 

pelaku perorangan maupun korporasi.  

Dengan demikian, perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, 

                                                             
12  Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika 

Aditama, Bandung, 2012, Halaman 59.  
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dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus 

berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah 

kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia.13 

Walaupun demikian, kita perlu mengapresiasikan pekerja bidang hukum 

yang bermaksud memberantas kegiatan perdagangan manusia. Misalnya, Undang-

Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2009 Tentang 

Pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan 

Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Undang-Undang tersebut 

melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untung menentang 

tindak pidana transnasional yang terorganisasi.14 

Berdasarkan latar belakang di atas dalam banyak kasus Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang terjadi diera saat ini terkhusus dalam wilayah kota 

medan sumatera utara sangat menarik sekali bagi penulis untuk mencoba 

melakukan pembahasan tentang kejahatan Human Trafficking terutama tentang 

tinjauan-tinjauan hukum dalam menjatuhkan putusan dan meneliti factor 

pendukung untuk menjatuhkan putuan tersebut dengan judul  “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) 

(Studi Kasus Putusan No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”  

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah yang akan dibahas maka peneliti ini bertujuan untuk 

mengetahui : 

                                                             
13 Farhana,S.H.,M.H.,M.Pdi,Op.Cit,Hal.19. 
14 Ibid.,Hal.229. 
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1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Perdagangan Orang ditinjau dari Undang-Undang No.21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan: 

No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn 

1.3.Pembatasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian perlu didasari agar sebuah penelitian menjadi 

terfokus dan untuk memberikan ruang lingkup yang jelas dalam Pembahasan pada  

permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan lebih efisien. Maka penulis 

melakukan penelitian berupa menganalisis suatu putusan yang didapat dari 

instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan dan penulis hanya mencari tahu 

bagaimana Pertimbangan Hakim dan Pelaksanaan hukum terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. Pada penelitian ini tentang Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi 

Kasus Putusan No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn) Berdasarkan hasil penelitian 

secara kepustakaan. 

1.4.Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, dalam membuat laporan 

ini penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana Bentuk Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Perdagangan Orang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? 
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan: 

No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn? 

1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu 

tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga 

mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. 

Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Hukum Universita Medan Area, mengingat hal ini 

merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan 

menyelesaikan studinya. 

2. Sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplementasikan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi di dalam mengaktualisasikan diri terhadap suatu 

pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. 

3. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi 

mengenai hasil tinjauan terhadap pelaku Tindak Pidana  Perdagangan 

Orang 

1.5.2. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Manfaat Teoritis 

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual serta 

memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

hukum acara pidana. 

b. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para 

pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang 

mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang 

komprehensif Mengenai Tindak Pidana  Perdagangan Orang. 

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademisi 

untuk menambah wawasan dalam bidang hukum acara pidana 

khususnya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

orang berdasarkan Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2007. 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Tinjauan Yuridis 

Tinjauan yuridis merupakan tinjauan yang berupa hukum, sedangkan 

hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus 

dalam tulisan ini yang dimaksud tinjauan yuridis adalah suatu kajian hukum yang 

membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana dan apa yang 

menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara. 

2.2. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang 

hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-

undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa 

pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.15 

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, 

delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. 

Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah 

yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf 

diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan 

dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, 

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.16 

                                                             
15 http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html tanggal 

02 Desember 2012, pukul 15.45 
16 Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta ,2002, hal 69 
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Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang 

Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :17 

a) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah 

suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si 

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum 

dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” 

adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan 

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di 

atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi strafbaar feit menjadi dua 

pengertiaan, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :18 

a) Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu 

kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.  

b) Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “strafbaar feit” 

adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan 

sengaja atau alfa oleh orang yang dapt dipertanggungjawabkan. 

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah 

untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang 

dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat 

menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. 

Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan 

pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara 

                                                             
17 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91 
18 Ibid, hal 97 
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tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam 

dianggap ada.19 

Simons dalam Roni Wiyanto 20  mendefinisikan tindak pidana sebagai 

suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 

bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) 

oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak 

pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan 

meliputi: 

1. Diancam dengan pidana oleh hukum 

2. Bertentangan dengan hukum 

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 

4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 

 Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, 

tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat 

dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima 

unsur, sebagai berikut  :21 

1. Diancam dengan pidana oleh hukum 

2. Bertentangan dengan hukum 

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 

4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 

5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan 

sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 

                                                             
19 Ibid,Hal.98. 
20 Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia,C.V.Mandar Maju,Bandung, 

2012,Hal.160 
21 Ibid.hal.168 
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disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut.22 

2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana berdasarkan perumusannya:23 

1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 

rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana 

formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatau 

akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, 

melaiinkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian 

(pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada 

selesainya perbuatan mengambil. 

2. Tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat 

yang dilarang. Oleh karna itu, siapa yang menimbulkan akibat yang 

dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang 

bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang tu 

tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti 

larangan adalah pada menimbulkan kematian oang, dan bukan dari wujud 

menembak, membacaok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana 

digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu 

perbuatan. 

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana mateeriil, tidak tergantung 

sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantung kan 

                                                             
22 https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-

para.html diakses tanggal 25 Mei 2015 pukul 20.19.  
23 http://ahsanulwalidain.blogspot.co.id/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html diakses 

tanggal 02 November 2012 pukul: 09.35 Wib 
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pada syarat timbulnya akibat terlarangtersebut. Misalnya wujud membacok telah 

selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi 

jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa 

korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 

Contoh-contohnya: 

a) Delik formil: pencurian (pasal 362 KUHP) 

b)  Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338) 

 

Tindak pidana berdasarkan kesalahan.: 

1. Tindak pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak pidana yang dalam 

rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan.  

2. Tindak pidana culpa (culpose delicten) adalah tindak pidana yang dalam 

rumusannya mengandung unsur kealpaan. 

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan 

kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud 

tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur 

“yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya 

disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang 

wancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. 

Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak 

pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentua umum bahwa kesalahan 

pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk culpa, sebagaimana 

dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 

diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana 

mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika 
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dibandingkan yang dilakukan karena culpa seperti pada pasal 351 (3) dengan 

pidana penjara maksimum 7 tahun. 

Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa 

kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. 

Contoh-contohnya: 

a) Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dll 

b) Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya). 

c) Gabungan (ganda): 418, 480 dll 

 

Tindak pidana berdasarkan cara melakukannya: 

1. Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang 

perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut 

perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan 

adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat 

aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak 

pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar 

tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. 

2. Tindak pidana pasif (delicta Omisionis), dalam tindak pidana pasif, ada 

suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang 

dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak 

dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggara kewajiban hukumnya 

tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini 

dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatau kewajiban hukum. 

Tindak pidana pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif 

murni dan tidak murni disebut dengan (delicta commisionis per omissionem). 
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Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan 

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 

perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 

Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa 

tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau 

tindak pidana yang mengandung suatau akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan 

atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. 

Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika 

akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban 

hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada 

tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak mnyusui 

anaknya agar mati, peruatan ini melanggar pasal 338 dengan seccara perbuatan 

pasif. 

Contoh-contohnya: 

a) Delik commisionis: 338, 351, 353, 362 dll. 

b) Delik omisionis: 

 Pasif murni: 224, 304, 522. 

 Pasif tidak murni: 338 (pada ibu menyusui) 

Tindak pidana berdasarkan jangka watu terjdinya: 

1. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga 

dengan aflopende delicten. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan 

mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. 

2. Tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan 

voortderende delicten. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu 
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berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban 

dibebaskan/terbebaskan. 

Contoh-contohnya: 

a) Delik terjadi seketika: 362,338 dll. 

b) Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 334 dll. 

Tindak pidana berdasarkan sumbernya: 

1. Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam 

KHUP sebagai kodifikasi hukum ppdn materiil.  

2. Tindak Pidana Khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat 

dalam kodifikasi tersebut.  

Walaupun atelah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana 

diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-

perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan 

pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan 

kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya 

menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). 

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa 

peraturan perundang-undangan pidana. 

Contoh-contohnya: 

a) Delik umum: KUHP. 

b) Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, 

UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll. 

Tindak pidana dilihat dari sudut sabjek hukumnya. 

Delik Communia dan delik propria 
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Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan 

antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (delictacommunia ) 

dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 

tertentu (delicta propria). 

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan 

tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-

orang yang berkualitas tertentu saja. 

Contoh-contohnya: 

a) Delik communia: pembunuhan (338), penganiayaan (351, dll.) 

b) Delik propria: pegawai negri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada 

kejahatan pelayaran) dll. 

Tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan. 

1. Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan 

pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.  

2. Delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan 

pidana  disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. 

Contoh-contohnya: 

a) Delik biasa: pembunuhan (338) dll. 

b) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll. 

 

2.4 Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human 

Trafficking) 

Trafficking atau perdagangan pada umumnya digunakan untuk tindakan 

perdagangan manusia. Istilahnya ini masih tergolong istilah baru bagi masyarakat 
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Indonesia dan hingga saat ini belum ada terjemahan yang tepat mengenai 

pengertian trafficking dalam bahasa Indonesia.  

Kata trafficking mengandung pengertian “perdagangan”(trade atau 

barter), tetapi pengertian ini masih begitu abstrak karena bersifat umum dan dapat 

mencakup seluruh bentuk perdagangan. 

Kata “traffcking” atau perdagangan manusia merupakan jenis pelanggaran 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi anak, hak perempuan, dan hak 

asasi pekerja dan buruh. 24 

Sejak tahun 1949 fenomena tentang perdagangan manusia telah muncul, 

salah satunya adalah dengan melakukan eksploitasi, terutama ekploitasi tenaga 

kerja (dengan memeras tenaga orang yang dipekerjakan) dan ekploitasi seksual 

(dengan memanfaatkan dan menjual, tubuh serta daya tarik seks yang memiliki 

tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks). 

Pada tahun 2000, untuk pertama kalinya, perdagangan orang mulai marak 

diberitakan, yaitu ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) 

menggunakan protocol untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku 

perdagangan manusia yang kenal dengan sebutan “Protocol Palermo”. Protokol 

ini merupakan perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan 

menciptakan kewajiban bagi semua Negara untuk melindungi warganya. Kalimat 

yang termaktub dalam Protokol Palermo adalah : “…rekrutmen, transportasi, 

pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau 

penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, 

penipuan atau pencurangan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga 

                                                             
24 Adon Nasrullah Jamaludin, Op.Cit,hal.230-231 
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memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut 

untuk diekploitasikan yang minimal termasuk eksploitasi seksual lainnya, kerja 

atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek- praktek yang menyerupainya, 

adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh”.25  

Definisi lainnya dijelaskan oleh Muladi bahwa perdagangan manusia 

adalah kejahatan terorganisasi yang dilakukan dengan cara konvensional, yaitu 

dengan cara bujuk rayu para perekrut kerja ditingkat desa sampai cara-cara 

modern, misalnya melalui iklan-iklan dimedia cetak dan elektronik. Pelaku 

mengorganisasikan kejahatannya dengan membangun jaringan dari daerah/Negara 

asal korban sampai kedaerah/ Negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan 

kondisi dan praktik sosial di daerah Negara asal korban dengan janji-janji muluk 

kemudian memeras korban, baik secara fisik maupun seksual. 

Perdagangan manusia ini dianggap sebagai”Industri paling 

menguntungkan” dibandingkan dengan kejahatan terorganisasi lainnya, seperti 

trafficking of drug and arms. Hal ini karena manusia dipermalukan sebagai 

“komoditas yang dapat didaur ulang”. Artinya, tidak seperti narkoba yang habis 

sekali pakai, korban perdagangan manusia dapat diekploitasi, disiksa, dan 

diperlakukan tidak manusiawi berulang-ulang untuk meningkatkan keuntungan 

pelaku. Dalam kasus eksploitasi prostitusi, korban bahkan dieksploitasi sejak 

berumur 15 tahun kemudian dicampakkan setelah dianggap tidak mempunyai 

nilai jual (dikarenakan factor usia atau menderita penyakit). Dalam kasus yang 

lain, pembatu rumah tangga bias dijual kepuluhan majikan selama bertahun-

tahun. 

                                                             
25 Ibid.hal.231 
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Pengertian lainnya tentang perdangan manusia adalah “modern day 

slavery”, artinya pelaku memangsa pihak yang berada dalam posisi rentan yang 

lemah secara ekonomi, fisik ataupun emosional. Pelaku menggunakan cara-cara 

modern untuk memperlakukan manusia layaknya budak. TKW yang bekerja 

diluar negeri sebagai pembantu rumah tangga dipaksa bekerja tanpa istirahat dan 

tanpa imbalan, dirampas paspornya sebagai cara untuk mengikat kebebasan 

bergerak korban dan ditempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi  (tidur 

dilantai, sanitasi yang buruk, dan sebagainya).26 

2.4.1 Pengertian Perdagangan Orang Menurut KUHP 

Jika dibandingkan dengan rumusan perdagangan orang dalam KUHP 

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam 

KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam 

pasal 297, tetapi tidak ada defenisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan 

orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur 

tindak pidana yang dpay digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan 

penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan 

anak laki-laki dibawah umur.27  

Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam 

bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti 

perdagangan orang melalui jeratan uang. Selain itu, pasal ini tidak 

mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi 

pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegakan hukum akan sulit 

membedakan antara penampungan dengan penyekapan. 

                                                             
26 Ibid.hal.232 
27 Farhana,Op.Cit,Hal.114. 
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Dengan penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam 

pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan 

perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak 

laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan 

perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja.28 

2.4.2 Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdangangan Orang  

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, pasal 2 ayat (1) berbunyi: 

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).”29 

Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “Untuk Tujuan” sebelum kata 

mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana 

perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus 

dipahami dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup dengan dipenuhinya 

unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam Undang-undang dan 

                                                             
28 Ibid,hal117. 
29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, pasal 2, ayat 1. 
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sudah tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat eksploitasi 

atau tereksploitasi yang timbul. 30 

Sehubungan dengan pandangan Utrecht bahwa peristiwa pidana 

mempunyai unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan 

(melawan) hukum, yang suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar 

bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum.31 

2.4.1 Pengertian Perdagangan Orang Menurut PERDA Kota Medan 

Nomor 3 Tahun 2017 (Tahun 2006) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Pencegahan dan Penahanan Korban Perdagangan Orang terdapat 

dalam Bab I Pasal 1 Angka 15 : 

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 
lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, 
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”32 

Berdasarkan rumusan diatas terdapat tiga elemen yakni : 

a. Setiap orang yang melakukan: perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan 

orang. 

b. Dengan menggunakan: kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, 

penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi 

kerentanan, atau penjeratan uang; 

                                                             
30 Farhana,Op.Cit,Hal.117 
31 E.Utrecht,Loc.Cit. 
32 Perda kota medan nomor 3 tahun 2017,tentang Pencegahan dan Penahanan Korban 

Perdagangan Orang,hal.8. 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted <d/m/yy> 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



25 
 

c. Untuk tujuan: mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi 

orang tersebut. 

Dengan perumusan seperti diatas, maka sebuah perbuatan tindak pidana 

perdagangan orang dapat terpenuhi bila salah satu dari tiga elemen tersebut 

dilakukan. Misalnya, seorang melakukan perekrutan dengan menggunakan 

pemanfaatan posisi kerentanan untuk tujuan mengeksploitas, maka orang tersebut 

telah memenuhi pasal ini. 

Dalam PERDA Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tidak ditemukan 

pengertian perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan, melainkan pengertian 

tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pasal 297 dan pasal 324 

KUHP tidak berlaku. 

2.5.Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) 

Setelah mengetahui beberapa defenisi tentang perdagangan orang, 

selanjutnya akan dibahas bentuk-bentuk perdagangan manusia. Modus 

perdagangan manusia disetiap Negara akan berbeda-beda, bergantung pada 

tingkat kesulitan dari kerja bisnis ini. Adapun beberapa bentuk perdagangan 

manusia yang ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut. 

Pertama, pekerja migran, yaitu seseorang yang melakukan migrasi untuk 

mencari pekerjaan. Pada umumnya, para pekerja migran ini berasal dari kelompok 

masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kelas ekonomi miskin. 
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Ada dua macam imigran, yaitu imigran yang bekerja dalam negeri dan 

imigran yang bekerja keluar negeri, seperti TKI dan TKW. Keduanya memiliki 

masalah yang sama, yaitu pendidikan rendah, kurang informasi, miskin, serta 

mencari pekerjaan agar hidupnya lebih layak. 

Kedua, pekerja anak. Selain pekerja migran, bentuk perdagangan orang 

lainnya adalah perdagangan anak yang dapat diartikan sebagai segala bentuk 

tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, baik di dalam 

maupun antarnegara, pembelian, penjualan. Pengiriman, dan penerimaan anak 

dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan utang untuk 

tujuan pemaksaan pekerjaan domestic, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, 

atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak ini bertujuan untuk menjuak anak 

kepada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan 

Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia, 

perdagangan anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara 

fisik ataupun ekonomi dalam bentuk:  

1) Anak-anak yang dilacurkan; 

2) Anak-anak yang dibekerja di pertambangan; 

3) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara; 

4) Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi; 

5) Anak-anak yang bekerja dijermal; 

6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah; 
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7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang 

menggunakan bahan-bahan peledak; 

8) Anak-anak yang bekerja dijalan; 

9) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga; 

10) Anak-anak yang bekerja di industry rumah tangga; 

11) Anak-anak yang bekerja di perkebunan; 

12) Anak-anak yang bekerja di penebangan, pengolahan, dan 

pengangkutan kayu; 

2.6.  Kerangka Pemikiran 

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini 

yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Human Trafficking), yaitu membahas apa yang dimaksud dengan tindak pidana 

perdagangan orang terutama pada tindak pidana yang dilakukan dalam perkara 

putusan nomor : 742/Pid.Sus/2016/PN.MDN adalah salah satu bentuk penjatuhan 

pidana terhadap tindakan Perdagangan Orang, hanya saja didalam putusan 

tersebut, ancaman hukuman yang didakwakan jaksa lemah, dan akhirnya hakim 

memutus hanya dengan hukuman 9 bulan penjara dikurangi masa hukuman. Hal 

ini merupakan sebuah hukuman yang dirasa belum mencerminkan keadilan bagi 

masyarakat.  

Lemahnya putusan pengadilan negeri medan ini menjadi alasan ketertarikan 

penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Persoalan pengaturan hukum yang 

belum jelas dan kebijakan kriminal pemerintah yang tidak jelas dalam mengatasi 

permasalahan ini menjadi sebuah ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian 

skripsi ini.  
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Situasi masyarakat kota medan yang heterogen dan metropolitian menjadi 

salah satu penyebab maraknya terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Tersedianya tempat-temapt hiburan malam dan peredaran narkoba menjadi 

pemicu maraknya terjadi Perdagangan Orang di Kota Medan. Lemahnya 

pengawasan dari pemerintah Kota Medan dan Kepolisian memperkuat maraknya 

terjadinya Perdagangan Orang di Kota Medan. 

Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

persoalan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Medan dengan 

mengambil studi putusan di pengadilan negeri Medan. 

 

2.7.  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap 

benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya dugaan peneliti 

tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data 

untuk membuktikannya. 

Dalam system berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam 

melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-

dugaan atau perkiran-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau 

kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.33 

1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam hukum pidana 

positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan 

                                                             
33 Samsul Arifin, “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan Area 

University Press,2012, hal.38. 
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Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan 

Orang 

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah merupakan sebuah mahkota bagi 

sang Hakim, sehingga pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu 

pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan 

fakta-fakta dan data penentuan yang matang, dan mengambil tindakan yang 

paling tepat. Secara umum dikemukakan bahwa ada dua tipe hakim dalam 

pengambilan putusan.  

A. Pertama, sebelum sang hakim mengambil keputusan terlebih dahulu 

berdialog dengan undang-undang semata. Setelah ditemukan dasar 

hukumnya dalam perundang-undangan, kemudian diterapkan ke dalam 

kasus konkret. Akan tetapi, di dalam penerapannya, sang hakim tidak 

mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan 

rasa keadilan dalam masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam 

perundang-undangan sesuai dengan kasus yang ditanganinya.   

B. Kedua, dalam pengambilan keputusan, sang hakim terlebih dahulu 

berdialog dengan nuraninya. Dia bertanya pada hati nuraninya tentang 

ketepatan putusan yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati 

nurani kemudian baru dia mencari dasar hukumnya dalam perundang-

undangan. Setelah ditemukan dasar hukumnya, baru sang hakim 

mengambil putusan. Namun, putusan yang diterapkan bukan menurut 

bunyi undang-undang semata, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan 

dalam masyarakat.  
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Dalam menyusun putusannya Hakim menguraikan aspek "pertimbangan 

pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan" karena 

merupakan konteks penting dalam putusan hakirn. Hakikatnya pada 

pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestanddelen) dari 

suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan 

sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. 

Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis 

ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan 

Hakim. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelurn 

"pertimbangan-pertimbangan yuridis" ini dibuktikan dan dipertimbangkan 

maka hakim terlebih dahulu akan menarik "fakta-fakta dalam persidangan," 

yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, 

keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di 

persidangan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian 

berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa 

sampai menyusun laporannya. 34  Dengan menggunakan metode seseorang 

diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga 

dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman 

tentang cara bagaimana seorang ilmuan mempelajari, memahami dan menganalisa 

permasalahan yang dihadapi. 

3.1. Jenis, Sifat Lokasi Dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

 Adapun  jenis data dalam  penelitian ini adalah secara normatif yaitu 

merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan 

Negeri Medan dan dari bahan perpustaka data dilihat dari sumbernya meliputi : 

a.  Data Primer 

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan 

pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder data mengenai 

putusan perkara pidana dengan No 742/pid.Sus/2016/PN.Mdn yang diperoleh 

atau bersumber langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Negeri yang 

merupakan lokasi penelitian. 

b.  Data sekunder 

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dari 

perpustakaan, terhadap berbagai macam bahan bacaan seperti buku-buku, 

                                                             
34 Cholid Narbuko dan Abu Achnadi,Metode penelitian, PT Bumi Aksara, Jakarta,2002 

hal.10 
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artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber 

lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 

 

3.1.2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga  diperoleh 

gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka 

data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data dekriptif 

analisis sehingga teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

 

3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Petisah Tengah, 

Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan Waktu penelitian akan 

dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2018 setelah dilakukan seminar proposal dan 

perbaikan outline 

 

Tabel Waktu Penelitian 
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penelitian diatas Penulis Menganalisis hasil putusan, pengambilan data pada saat 

melakukan riset sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini. 

  

No Kegiatan 

BULAN Ket

era

nga

n 

Septembe
r 

2018 

Oktober
2018 

November 
2018 

Desember  
2018 

Januari 
2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Pengajuan 
judul 

                     

2 Acc Judul                      

3 
Pengajuan 
Seminar 
Proposal 

                     

4 Seminar 
Proposal 

                     

5 Perbaikan 
Proposal 

           

6 Acc 
Perbaikan 

                    

7 Penelitian 
                    

8 Penulisan 
Skripsi 

                   

9 Bimbingan 
Skripsi 

                    

10 
Pengajuan 
Seminar 

Hasil 

                   

11 Seminar 
Hasil 

                    

12 
Pengajuan 

Berkas 
Meja Hijau 

                    

13 Meja Hijau                     
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3.2. Teknik pengumpulan data  

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Penelitian keperpustakaan (library research). Metode ini dengan melakukan 

penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu 

buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga 

bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan. 

2. Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan studi penelitian 

langsung ke pengadilan negeri medan dengan melakukan wawancara dengan 

Hakim Pengadilan Negeri Medan dan mengambil putusan yang berhubungan 

dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Tinjauan Yurisdis Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perdagangan Manusia dengan No 742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn 

3.3. Analisis data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelolah hasil 

penelitinan menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian 

dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. 

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang 

menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan 

sosial berdasarkan kondisi realita atau natural setting yang holistis, kompleks dan 

rinci.35 

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan 

kemudian substansinya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran 

tentang pokok permasalahan. 

                                                             
35 Syamsul Arifin, metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area 

Universitas press, 2012. Hal.66 
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 Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai 

dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis 

kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan 

data deskriptif analisis  sehingga di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Bentuk penerapan hukum perdagangan orang dapat dilihat dari 

pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam KUHP yakni 

pasal 296 KUHP dan pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

diluar KUHP yakni Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang 

pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah dapat 

mengatur keseluruhan dan mencakup semua Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Adapun undang-undang lain yang berkaitan dengan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia 

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam 

memutuskan perkara No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn telah menimbang 

berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Adapun keringanan 

yang diberikan dikarenakan adanya hal yang meringankan terdakwa 

dalam persidangan yaitu terdakwa mengakui segala kesalahan yang 

terakwa lakukan, belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia 

muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki segala kesalahan 

yang dilakukan.   

5.2 Saran 

1. Dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan wanita peranan 

orang tua dapat dilakukan dengan cara menjaga anak perempuan dengan 

mendidiknya dan melakukan pengawasan terhadap anak perempuan 

karena anak perempuan adalah yang paling rentan menjadi korban Tindak 
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Pidana Perdagangan Orang, orang tua seharusnya lebih membekali 

pendidikan yang dan ilmu agama yang kuat agar terhindar dari Tindak 

Pidana Perdagangan Orang maupun tindak pidana lain,  

2. Pemeritah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota diIndonesia 

seharusnya membuat peraturan tersendiri tentang penanganan 

perdagangan orang didaerahnya masing-masing serta melakukan 

sosialisasi mengenai pemahaman dampak dari perdangan orang sebagai 

mana yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

perdagangan orang harus dianggap sebagai ancaman yang sangat besar 

bagi penerus-penerus bangsa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

selaku Pembuat Undang-undang harus terus mengikuti perkembangan 

yang ada dalam masyarakat mengenai perdagangan orang yang belum 

terjangkau oleh undang-undang yang berlaku saat ini berlaku dengan 

melakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang ada. 
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